BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR |5 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN| 2017

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5

Mengingat

DAERAH KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) serta Pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 1
Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang ' Pe
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 [Tei
Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Ad
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Daeral
Kabupaten Gorontalo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Repul
Indonesia Tahun 1945; -1

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan ‘
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembardn Negm‘a :

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);




- Nomor 4286) sebagalmana telah beberapa kall dIUbahi terakhu"

- 4, Undang-Unda_ng - Nomor: T ahun 2004 e

3 Undang—Undang Nomor 17 ’I‘ahun 2003 ‘tentang K‘uanganf
__ Negara (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2 003
~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik|mdonesia |

~ dengan ] undang'Undang Nomor 7 Tahun 202(1 tentang
:Harrnomsam Peraturan Perpajakan (Lembarartf. Negaraf
| Repubhk Indonesm Tahun 2021 Nomor 246 [‘éLmbahan' i
Lcmbaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 67 36),

: 'perbendaharaan Negara (Lembaran Negara SR ey
Indone31a Tahun 2004 Nornor 5 Tambahan
__N egara Repubhk Indone81a Nomor 4355), '

SR Nomor 5587) sebagmmana telah beberapa-. kal
s terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 6. Taf

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang C]pta Ke:j
UndangUndang (Lembaran Negara Repubhk Indone_

2023 Nomor 41, Tambahan Lenibaran Negara
Indonema Nomor 6856) R ST

o
Perwakﬂan Ra_kyat Daerah (Lembaran Negara
Indone31a Tahun. 2017 - Nomor 106 Tambahan Ir
| Negara Repubhk Indones1a Nomor 6057] sebagalrrf

S 2

~‘diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 1 Tahu

_Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerlntah
Inclonesm Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Ue _
o dan Adm1n1strat1f Plrnpman dan Anggota Dewan E rwaki

B oo
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]
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) 3__; B

f' Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone:n Tahun
' ,2023 Nomor - 6 Tambahan Lembaran Negara J’
Indone51a N omor 6847) '

_ ;epubhk

AR

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu'n 2019 tentang

_. pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran Negara epubhk‘_‘. _
Indonema Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan L mbaran e :

. Negara Repubhk Indone&a Nomor 6322), . N 1 3 7
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor Tahun S ) R

| st
2017 tentang Kedudukan Protokoler, . Keuangan dan
, : [

Administrasi P1rnp1nan Dan Anggota Dewan Perwalql Rakyat o
~ Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Goronta.lo Tah n 2007 e
Nomor 3 Seri E); - i L-,
 . io.-peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor un

2023 tentang -Pengelolaan Keuangan Daerah - ( b
) Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor| 3 -

MEMUTUS&KAN:'r

- .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN?*,
 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG |
- KEDUDUKAN. PROTOKOLER, DAN “HAK KEUAN(:AI _DAN.
- ADMINISTRATIF = PIMPINAN  DAN  ANGGOTA | DEWAN
f PERWAKILAN RAKYAT DAERAﬁ KABUPATEN GORON’]

| 'BAB 1
 KETENTUAN UMUM CoeEe
| .Pasél 1 S R T 4 o
Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan L | | _
1. Hak Keuangan dan Adm1n1stra31 adalah ‘Hak Dewan Perwakﬂcu;_ Rakyat__'f_:
. " Daerah” untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan da,ri faS111tas

A lam yang mendukung peker_]aan sebaga1 wak11 rakyat

" 'Uang Representam ‘adalah uang’ yang - dlberlkan setlap bulari" kepada_;_".é‘}.-_ e

;Pimpman dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena kedudukannya
sebégal lepman dan Anggota DPRD ‘ ' S

Hukum|OPD|AS 1[SE; 4' VUP et

\




e rangka mendorong pemngkatan klnexja leplnan dan Anggota DP

- 10.

o pembenan Jamman kesehatan

12

rapat-rapat dlnas PR

. __::Uang Paket adalah uang yang dlbenkan setlap bulan kepada Pimpi 1z
' _Anggota DPRD Kabupaten Goronta_lo dalam menghadm dan ne ikuti

'- Tunjangan Jabatan adalah uang yang dlberlkan setlap bula 15
.'P1mp1nan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena kedu]dt_ ' :
: sebageu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontal
Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten G
Iyang terdiri dari - P1mp1nan DPRD, Badan Musyawarah Kom1s_i,

Gorontalo

Badan -

; leplnan dan Anggota
" DPRD dan perlengkapannya

- Anggota DPRD ‘serta belanJa rumah tangga lepman DPRD
11.

- 'dlberlkan kcpada Anggota DPRD
- 113,

L kerja orang tersebut pada organlsas1 :

- -.‘__.Pembentukan Peraturan Daerah Badan Anggaran! Badan KEhorn‘é,t n o .'.'_:

. Alat Kelengkapan Iaunnya adalah Alat Kelengkapan DPRD P :_. 1
5 Gorontalo lamnya yang dlperlukan dan dibentuk oleh Rapat -
o Tunjangan Alat Kelengkapan “dan alat Kelengkapan Ialnnya_;
'_.tunjangan yang d1ber1kan setlap bulan kepada leplnan “dar

 DPRD Kabupaten Gorontalo schubungan dengan kedudukanny'é__ sebagai

-Ketua, Wakil Ketua, Sekretans atau Anggota dalam Alat Kelengléé -

. Kelengkapan lamnya DPRD Kabupaten Gorontalo B

I ,,i.‘m{'

Tunjangan Komumka31 Intensﬂ' adalah uang yang dlberlka

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo setlap __ ul

_,‘Tunjangan Reses adalah Uang yang  diberikani’ kepada P1m15
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo set1ap melaksanakan reses
:_Tunjangan Kesejahteraan adalah tunlangan yang dlsedlaka_f ','

kematlan, pemehharaan kesehatan, pakauan dmas dan atnbuf

"?;_kendaraan dinas Jabatan lepman DPRD Tunjangan Tr.'amspt.J

Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepadal Pimpiria
dan Anggota DPRD selanid pemermtah daerah belum dapat menyediakar

rumah negara/ dmas

Jarmnan kecelakaan kelja,

' DPRD, penyediaan rumah jabatan |Pj
~ Tunjangan Perurnahan  Anggata

Kompensa31 adalah seluruh 1mba1an yang d1ter1ma SeSeorang Y S

OPDJAS 1[SERDA
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15,

P :,pelaksanaan fung31, tugas dan v wewenang lepman DPRD

-_{_'1617-:__7Belan.]a Penunjang Kegxatan DPRD adalah Anggaran BelaTﬂJ

‘_".kebutuhan ‘minimal __

Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang d1gunakan untuk

rumah tangga dalam rangka ¢

o Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo atas Jasa pengabdlannya se elah yangl
' bersangkutan d1berhent1kan dengan hormat

dlsedlakan untuk mendukung kelancaran fungs1 tugas dan 4 1

- :'DPRD Kabupaten Gorontalo
1T

e i __“:menunjang keglatan Operasmnal yang berkaltan dcngan repre
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua "
: dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. - - '
18

20.

_wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD
pjm

21.
22."

23.

. penyelenggara Pemenntahan Daerah i B
Bupatl adalah Bupati Gorontalo

24 L |
P1mp1nan DPRD adalah Ketua dan Wakll Ketua DPRD Imalr

25

._-Badan Penyelenggara Jamman Sosxal yang selanjutnya dlSank
adalah badan hukum yang dlbentuk untuk menyelcnggarakan j
o ?"Jamman 3031a1— S : SR
19,

pegawal negen 31p11 dan pegawa1 pemermtah dengan per_]anjlan ke

_Aparatur Slpll Negara yang selanjutnya dlslngkat ASN adalah p1

. 'bekerja pada 1nstans1 pemcrmtah
_Kelompok pakar atau t1m ahh alat kelengkapan DPRD ada.lah
'atau leblh -pakar atau ah11 yang mempunyal kemampuan dalajrn

| dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, plrnpxnan fraks1 dan
: alat kelengkapan DPRD ' . : RS

iy Pemerlntah ‘Daerah -
Pemenntahan Daerah yang mermmpln pelaksanaan urusan perr er har

- _-y;w;_:‘ e

_ Dana Operasmnal lepman DPRD yang selanjutnya dlsebut D—Q :
~dena yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPjD untuk

senta81

"h-

i,

ilmu yang sesual dengan kebutuhan pclaksanaan fungs1 tug

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo e

adalah Bupat1 sebagal 'unsurpenyai

yang menjad1 kewenangan daerah otonom

_Dcwan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DP]
Iembaga perwakllan rakyat Daerah yang berkedudukan sebag“?’

1.3

bupaten|

| Gorontalo L e o
K0R0G] OPDAS [SEDA[VRBIF|




o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya d : '

B _-'t_Perda

NP

_2‘6.__.‘Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo selan_]utnya dlscbut Anggc- f PRD!-
adalah mereka yang dlresmlkan keanggotaannya sebaga1 Anggota DPRD

" dan telah mengucapkan sumpah/_]anp berdasarkan ketentuan pératUranf
_.perundang undang Repubhk Indonesia. = : g S
27 ~Sekretariat DPRD. adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gor' oS
_-28.:_‘;Sekretarls DPRD Kabupaten Kabupaten Gorontalo selanjutnya... dlsebut,:';
Sekretans DPRD adalah PeJabat Perangkat Daerah yang emlmpm
- _:_Sekretamat DPRD Kabupaten Kabupaten Gorontalo R ' e

. 'APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dltetapkcﬁf den

_BAB I
RUANG LINGKUP '
L . Pasal 2
- Ruang l1ngkup Peraturan Bupatl ini mehpun : o

Ca penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; R

e

b. tunjangan kesejahteraan leplnan dan Anggota DPRD
- C. uang jasa pengabdlan, dan - “ '
d. belanja per;unjang kegiatan.

. BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
' _ “Pasal 3"
(1) Penghasﬂan lepman dan Anggota DPRD terdm darl

a. _uang Representam,

“tunj g-_mgan _k_eluarga,

tunjangan beras;
uang paket; R | _ |
tunjangan_jabatan, I o | R o
tunjangan alat kelengkapan dan | o o

I I N ]

tunjangan alat kelengkapan Iamnya, S S EA T ! R

(2) Besaran penghasﬂan lepman dan Anggota DPRD setlap bulan ter i

_' a. Uang Representa31 meliputi: _ A
1 ‘Ketua DPRD setara dengan ga_]l pokok Bupat1 .
2 Wakll Ketua DPRD sebesar 80% uang representaSI Ketua DPRD

L‘ABGE OPDJASA[SEKPA

L4




(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1
(2) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penenmaan lam
a. tunjangan Komunikasi. Intensif - yang dlbayarkan setlap bu]

-7-

3. Anggota DPRD sebesar 75% uang representa31 ketua DPRD
. Tunjangan Keluarga meliputi: S .
" Tunjangan keluarga lepman dan Anggota DPRD besarnya san

,tunjangan keluarga bag1 ASN  sesuai dengan ketentuan

'perundang-undangan ' )

. Tun_;angan Beras mellputl _ |

Tunjangan beras ‘Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya bFS?lfanny = R

sama dengan tunjangan beras bagi ASN sesuai- dengan
peraturan perundang—undangan, | '

. Uang Paket mehpu‘a

Uang Paket lepman dan Anggota DPRD dlbenkan sebesar 109
‘persen) dari uang representas1

. Tunjangan Jabatan mehput1

Tunjangan Jabatan P1mp1nan dan Anggota DPRD dlbenkan Seb‘(s.ar 1 45% . L

(Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari- uang representas
masing. '

. ’I‘unjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat” KeIengkapaJ

Pl

dlberlkan dcngan ketentuan: ! _
1. Ketua sebesar 7 5% (tujuh setengah persen] dari Tunjangaj

Ketua DPRD; : HER
2. Wakil Ketua

sebesar 5% (lima persen]r_'- dafi Tunjar_igan
Ketua DPRD; o P

- 3. Sekretaris sebesar 4% (empat.persen)'-‘*’dari_Tunjangan Jab.c
DPRD; 5 | B

4. Anggota sebesar 3% (tiga pei‘seri] dari Tunjaiigan' J ébatén Ket)

5. Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dan AIat Ke
Dewan’ Lamnya memperhatlkan Surat’ Keputusan DPRT
Penetapan Personil Alat Kelengkapan Dewan

Pasal 4

peningkatan kmerja P1rnp1nan dan Anggota DPRD dan

',b tunjangan Reses yang diberikan set1ap 1 (satu) kali masa reses i

fiogom| OBDIAS 1[SERDATWABUP
i }

RN
ol Lainnya;

!
i
| I
na df:ngan1 )
peraturan; e,
|
{
ketentuan*.
|
R
b (sepuluhllj |

masmg- SN

) Jabatan_ _
- < s
Jabatan
B
Ja! DPRD |
lengkapan | 'i
’tentang' i
I R
dan ayat{_j_-r_ b
berupa
| i
an untukf‘: i




-8-

(2) Jumlah Tunjangan Komumkam Intensxf dan ’I‘unjangan Reses seha, gajmanaT '::'
dimaksud- pada ayat (1) huruf a dan huruf b dlbayarkan sesuai dengan S
_kemarnpuan keuangan daerah sebagal benkut _ o o
a. Tunjangan Kornumkam Intens1f ' | RIS SIS

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tlnggl pahng banyak 7 ( U
dari . uang representam Ketua DPRD

2 Kemarnpuan Keuangan Daerah Sedang palmg banyak 5 (hm _: S
- uang representam Ketua DPRD :

3. Kemampua_n Keuangan Daerah Rendah palmg banyak 3 (hg-* | i

uang representas1 Ketua DPRD
b. Tunjangan Reses : . :
1, Kemampuan Keuangan Daerah T1ngg1 pahng banyak 7 {n

dari uang representa31 Ketua DPRD.

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang pahng banyak 5 (hm
uang representa31 Ketua DPRD. o B . B

3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah pahng banyak 3 (tlg.s.” cali g

uang representas1 Kctua DPRD

Faa

(3) Penentuan kemarnpuan keuangan daerah sebaga_lmana dlmaksud

(4) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang _' ku,

= ‘BABIV - % o
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN AN GGOTA D :
: s
- Baglan Kesatu

J amman Kesehatan, Jamman Kecelakaan Kerja dan Jamman Ke \ati
| - Pasal 5 B S
(1 ) lepman dan Anggota DPRD dlberlkan tunjangan kesejahtera.siji:;_ er

Jamman kesehatan dalam bentuk iuran kepada BPJS.

(2 J aminan kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat. (1) Juga terr -‘
| dan anak SeSLlal dengan ketentuan peraturan perundang—undang T
~(3) Selain Jamlnan Kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pimpinan " |
dan Anggota DPRD d1sed1akan pemenksaan kesehatan untuk nL | .
status Kesehatan dlluar cakupan pelayanan Kesehatan Yang dlbe ;ﬁ .
. 'BRJS. S Cy R R

@ Pemenksaan Kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) han J'_
Pemerlksaan Kesehatan sebanyak 1 (satu kall dalam 1 (satu) Tat i ’
terrnasuk suaml/lstn dan anak. ' - : S B R

-

FAZASTOPRIAS JISEKDATGEUR]
1 ALAHT
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‘A_(5) Pemenksaan kesehatan sebagalmana dlmaksud ayat (4) d11ak1

fas1htas kesehatan yang berada di dalam- negen dan dlutarnal
~ daerah bersangkutan '

(6) Pemerxksaan Kesehatan sebagalmana dlmaksud ayat (4) dxanggarL
| bentuk program pada Sekretanat DPRD. ' '

o Pasal 6 L
(1) P1mpman dan Anggota DPRD dlbenkan tunjangan kesejahtern

S

jaminan kecelakaan kerJa dan _]amman kema'uan

(2) jaminan kecelakaan ker]a dan jaminan kernatlan sebagmmana

- Bagian Kedua
Pakajan Dinas dan Atribut
Pasal 7 |
Pakaian dinas P1mp1nan dan Anggota DPRD mehputx

AR

a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satL._

b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 {satu) pasang dalam 1 (satur ' H
C. paka1an s1p11 lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalarn 5 (hni ) : ht ‘

d. pakaian dinas harlan (PDH) lengan pan_]ang dlsedlakan 1 (sa
dalam 1 (satu] tahun dan 5

‘€. pakaian yang bercirikan khas daerah dlsedlakan 1 (satu) pasang;

(satu) tahun, . .
; Pasal 8 -
{ 1) Atribut Punplnan dan Anggota DPRD mehputl
a. Pin 5 '
~b.Peci . - v

' '. d. Dasi; dan

e Papan Nama

(2) Atribut sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) d1sed1akan 2 (dua) | ' |

5 (hma] tahun

.‘ J
Pasal 9

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD set

Pemenntah Daerah yang berlaku;

~dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 mengacu pada standar sa1 an hargai . |

agairnana b

- [KREG]oPpIAS 1[sEHDA WﬁUP y

1L TALHL

an; pada..
an dalam

dlmaksud r ;
~ pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan_peraturan perun‘dangju_ndar=
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(2) Standar satuan harga paka1an dinas dan atribut P1mp1nan da

Angg'ot-ai'-

DPRD sebagalm_ana dimaksud pada ayat - [1) rnempertlmbangk

efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kex_n_ampuan keuangan daerah

‘ - Baglan Kehga : ‘ .
Rumah Negara dan Tunja.ngan Perumahan "
Pasal 10 -

(1) Pemerintah Daerah menylapkan rumah Negara dan pcrlengkapc _
Pimpinan DPRD S o b
(2) Penyedlaan rumah negara dan pcrlengkapannya bagl plmpm' . DPR

sebagaimana dlrnaksud pada ayat {1) memperhatikan standar be ark:
ketentuan- peraturan perundang—undangan yang berlaku, deng: .
memperhat1kan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajar.

dengan kedudukan protokolernya
: (3.)
beserta perlengkapanya dlbebankan pada APBD.

(4) Pimpinan DPRD  berhenti atau berakhlr

. mengembal1kan rumah negara beserta perlengkapannya dalam ke

masa

kepada Pemermtah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhenuan masaj

jabatan.

Pasalll N

>

Dalam hal Pemerlntah Daerah belum dapat menyedlakan rumah N ra bagi -
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), mal

Belanja pemehharaan secara berkala rumah negara untuk p1mp1 L

~ yang bersangkutan. dibérikan tunjangan Perumahan dalam bentuk ‘

dibayarkan setiap bulan..

(1) Pernermtah Daerah dapat menylapkan rumah Nega.ra dan perleng
bagi Anggota DPRD. . | -
(2) Dalam hal Pemermtah Daerah belum dapat menyedtakan rurnah N
perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaunana dimaksud padi
maka kepada yang bersangkutan diberikan tun_langan Perumah

- Pasal 12 S

bentuk uang dan dlbayarkan setlap bulan | o
[K5gEsIorp AE‘;,'!ISE N 'szp B

n. prms1p - '1'

i
1
l
e
i
"—"i: N
—}:'; fo
l
i
}
i

A

_]abatanIya, wayb’_z, |

daan baJk.fi‘:" !

kapeiﬁﬁya{j

egara dan!

8’ ayat (1),|'._
fan dalam |

i A S



(1)

(3)

(4)

()

(2)

(1)
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Bagian Keempat _
Kenderaan Perorangan Dinas dan Tunjangan Transportasi_
 Pasal 13 |

Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.

Belanja pemeliharaan secara berkala kendaraan peroransfn dinas

dibebankan pada APBD berdasarkan ketentuan peraturan
undangan. |

erundang-

Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana ayat (2) meliputi :

a. jasa Service;

b. penggantian suku cadang;
c. pelumas;

d. jasa KIR;

e. biaya perpanjangan STNK;
f. pajak kendaraan; dan

g. asuransi.

Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatannya, wajib

mengembalikan kendaraan perorangan dinas dalam keadaan bajk kepada
Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa/jabatan.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kenderaan

Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Transportasi' yang dibayaf
bulan. ; '
_h

Pasal 14

kepada
setiap

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Transportasi bagi An_ggbta.

DPRD.

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai l:anggal

pengucapan sumpah / janji.

Bagian Kelima
Belanja Rumah Tangga Pimpinan
Pasal 15
Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam

rangka

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

[cors *@"’ﬂ;’*ﬁﬂﬁ"ﬂ



C (@)

®

(4)

(5)

(1)

(2)

Pimpinan atau Anggota DPRD yang memnggal dunla atau

E ketentuan

-12-

Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan _kepada Pimpinan DPRD, i

dan dianggarkan dalam pfogramdan Kégiatan Sekretariat DPRD,
Kebutuhan belan_]a rumah tangga leplnan DPRD terdiri dan
belanja persed1aan makanan dan’ mmuman hanan, '
belan_]a makanan dan mmuman tamu, _

belanjan makanan dan minuman kegiatan; o |-

belanja alat kebers1han dan bahan pembers1h dan .

o oA 0 op

belanja pengisian gas LPG.

Belanja rumah tangga scbagannana d1maksud pada ayat (1) ,dlgunakan
untuk  memenuhi kebutuhan m1n1rna1 rumah tangga.

mempertlmbangkan kemampuan keuangan daera.h

Standar kebutuhan belanja rumah tangga lepman DPRD se‘r agaima :

dimaksud pada ayat (2} memperhatlkan batas minimal dan 1

setiap bulan.

Standar minimal dan maksimal kcbutuhan belanja rumah tangg i

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6" memperhatlr_k'__'_":_h’:_ g

kewajai‘an, rasionalitas, _standar harga setempat - yang ber

kemampuan keuangan - daerah serta dilaksanakan = ‘sesuai ‘ketentuan .

peraturan perundang-undangan yang berlaku

_T Bagian Keenam '

Uang Jasa Pcngabdlan '
Pasal 16 “ . .

masa baktlnya diberikan Uang Jasa Pcngabdlan
Besarnya uang jasa pengabdian sebagalrnana dlrnaksud pad“
disesuaikan dengan masa bakti P1mp1nan dan Anggota DPR )

=

a. masa bakti kurang dari atau sampa1 dengan 1 (satu) tahun dlbenkan‘ -

uang jasa pengabdlan sebesar 1 (satu) bulan uang representa i
b. masa balkti sampai denga_n 2 (dua] tahun,_ dlberlkan
pengabdian sebesar 2 (dua) bulan ‘uang representa31 _ ﬁ
c. masa bakn ~sampai dcngan 3 (txga] tahun, _ dlbenkan
' pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representa31
d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, dlbenkan
pengabdxap sebesar 4 (empat) bulan_uang representam.

e "-;,:

ayat‘ (1)‘::

dengan L

[KBEas[OPD]AS TSEPAlNABUP

ang Jasa]k-: g

ang ‘,'jasa;:: sl



-13-

€. masa bakt1 sampau dengan 5 (hma) tahun dlbenkan ‘lang 'jasa".l‘
'pengabdian sebesar 5 (hma) bulan atau pallng banyak (e ‘am) bulan'?"_ | i
uang represcnta& o e : i ' }
Pasal 17 - — E SR T

Dalam hal lepxnan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang Jasa p“ngabdian =i Lo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbenkan kepada ahh waristya sesua_l E
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku o -

BABV A R
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN T

b
‘i

* Bagian Kesatu
Belanja Program da_n Kegi?_ltan o

Belanja Penunjang Kegiatan dlsedlakan untuk mendukung kelancar

tugas dan wewenang DPRD terdiri atas :

a. program, meliputi: L ST | I

1. penyelenggaraan rapat; o -

2. kunjungan ker_]a, -

3. penylapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Dae. : erta :

sosialisasi dan pemantauan profesmnahsme tlndak lanJut pe.i
Peraturan Daerah , S :
4. Peningkatan Kapa31tas dan profesionalisrrie_ Sumber Daya IV

lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan Konsulta31 Kegiatan Pemerlntahan dan Kernas5

6. program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan deng .
- Fungsi dan wewenang DPRD. o ' '; i
b. dana Operasmnal Pimpinan DPRD; : _
c. pembentukan Kelompok Pakar atau T1m Ahli Alat Kelengkapan DPRD; L 7
d. penyediaan Tenaga ahli Fraksi; dan | | o JH 3
e. belanja Sekretariat Fraksi. | o S| R O NS
g
Pasal 19

Belanja penunjang kegLatan sebagaimana dimaksud dalam pasa.l li'T dlsusun
dalam rericana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;f B
peraturan perundang-undangan. i |

KEhalOBD|AS 1[SERDA WRsup R

LA THL




(1)

(2)

(1)

2

Pemberian dana operasional sebagaurnana dlmaksud dalarn Pasal 20I
setiap bulan dengan ketentuan: o o e
a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua blaya D

atau disebut Lurnpsum, dan o

b.20% (dua puluh persen) dlberlkan untuk dukungan dana OPCI‘asmn;[u lalnya e

(1)

ayat (1) dlbayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah '

t Pl

I

| Pasal 20 ?--ﬁ

Dalam menun_}ang pelaksanaan tugasnya Pimpinan dan Anggota DPRD"{, ; l :
diberikan blaya perJalanan dinas dalam daerah luar daerah dan Iuar negen 1
dengan mengacu pada program sebagaumana dxmaksud dalam Pasal 18 :
huruf (@), . | A S | o ]

Standar blaya, Tata Cara, Pelaksanaan, Periataﬁéahaan ; dan Iuas

Pertanggung;awaban Pezjalanan Dinas lepman dan Angg t
mengacu pada ketentuan Peraturan Pcrundang—Undangan o

_ Baglan Kedua B .
Dana Operasmnal P1mp1nan DPRD

a DPRD NN

Paragraf + 11

Besaran Dana Operasional -

 Pasal 21

Untuk menunjang kcglatan_ Operasmnal yang berkmtan denganlni_-?__
representa31 pelayanan dan kebutuhan lain- guna melancarkan

pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari- han, lepman””

DPRD d1ber1kan Dana Operaswnal yang dlbayarkan setlap bulan.

Besaran Dana Operasmnal P1mp1nan DPRD sebagmmana dlmalsudpada !

Pafégi'af 2
Pelaksanaan o
Pasal 22

-

Pasal 23

I
N T
Bendahara pengeluaran menga_]ukan surat permmtaan pémbayafan
langsung pencalran DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) danpagru 1 (satu) E

tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

-

Berdasarkan pengajuan .surat permintaan pernbayaran

i
E
!

dilaléukan' Vo

"-N"f"’l;'

| o
"

| .1‘[,3'|
1

i-" o

E Iangsungf Sl
_ ‘sebagalmana d1maksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selakuE pengguna-{_f.?i'_:;

|BOESS OPD AS 1 s KEIA

L

ALl b




@)

(4)

(1)

(2)

(1)

| anggaran mengajukan surat permtah membayar langsung untuk

~dalam. Pasal 21 huruf b dengan berpedoman pdda ketentuan
perundang undangan mengenau pengelolaan keuangan daerah

-15-

DO 1 /12 (satu per dua. belas) danpagu 1 (satu) tahun anggeu:

bendahara umum daerah. . . .
Surat perintah membayar langsung sebagajmana dlmaksud pad
melampirkan: *

a. Daftar penenma DO; dan

b. Pakta 1ntegntas yang sudah dltandatangam P1mp1nan D
- menj claskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntuka

‘Kuasa BUD - menerbltkan surat perintah pencairan dana u

berdasarkan surat perlntah membayar langsung sebageumana
pada ayat (3) kerekenmg bendahara pengeluaran satuan kerja
daerah Sckretanat DPRD

Pasal 24 . ) o B ;

i

i _
a ‘_ayat_" (Q)j, I
i '

|

RD yé.ng ‘

pencairan' o

kepada'

nnya ' S
ntuk DOl?f"- R
dlmaksudf »
perangkat;: .
[

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4)'5"'._'

- melakukan pembayaran DO yang dlberlkan secara sekaligus’ set
dimaksud dalam Pasal  21. Huruf a, berdasarkan kultan31 yang telah 1f i

-

d1tandatangan1 Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.,

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4)": e
dlmaks'ud'_'
peraturan?jf'.-‘-" !

. mengelola DO untuk dukungan operasional lamnya sebagalmana

Y
- Paragraf 3
Pertanggungjawaban s _'_%
Pasal 25 o R

Dalam rangka pertanggung]waban - DO, lepman DPE
sesuai dengan peruntukannya , _
Pertanggung]awaban penggunaan DO sebagalmana dlmaksud da

21 huruf a dibuktlkan dengan laporan penggunaan DO.

Pertanggung]awaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud da

21 huruf b disertai bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah.

DO sebagalmana dimaksud pada ayat {2) dan ayat [3) kepada

pengeluaran setiap bulan ‘paling lambat tanggal 5 (llma) bulan benkutnya

' menandatangam pakta mtegntas yang men_lelaskan penggunaan dana telah'

lam pasal =

endahara:;f o

H0g0a]OPDIAS ISEmATr:
1

Jam_ pasal: "
’ : s

]
. |
Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggun.awaban p’nggunaan'

a*cg,aumzalna|

| EE
|
l
]
T

D wajlb‘ S



(9)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

~untuk  setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam dis;
; tertentu yahg mendukung tugas fraksi serta diberikan komp'ens

kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga sat|

perharl atau perbulan i

an orang &

~Besaran kompensas1 kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkaitpan DPRD L

: mcmperhatlkan azas kepatutan, kewa_]aran, rasionalitas dan k'l‘

keuangan ‘daerah serta dllaksanakan_

sesuai kete_ntuan
Perundang—Undangan. | .

> -

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi _
_ Pasal 28
Tenaga ‘ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang dlsedlakan 1 (st

atu) orang . ;i
1p1in ilmu‘;:; T

Asi dengan e

-
KABAG EE
rorslorDiAs 1seknajwhbup] |
_L!A AT “R

Peraturan

.
|

-16- ?
Dalam hal terdapat sisa DO pada akh1r bulan sebelumny-‘L, s)ebagaié.'_: :
tarbahan DO bulan berjalan. ' J B ' !
| Pertanggung]awaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD se] ag'aiimamii -
dimaksud pada ayat {4} sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana_-}--_
bulan berikutnya. = it 1
' Pasal 26 | | |
Dalam hal rte'rdapat sisa dana operasicnal setelah pelaksahaan ketentuanfaé
pemberlan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) t1dak dlgunak'_ sampai. ,
dengan akh1r tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus Insetorlgan!_j_
kerekenmg kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desem er ._tahun:
anggaran berkenan. o i
Dana operaswnal lepman DPRD t1dak digunakan untuk keperluan .
pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaann Iyal harus_u_ f
memperhatxkan asas manfaat, efekt1fitas, efisiensi dana kuntab1h S.
Baglan Ketiga ' |
Kelompok Pakar atau T1m Ahli, =
|  Pasal 27 B W .
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan beljumlah pahng banyak 3 :
(tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. ' , |
Kelompok pakar atau tim ahli alat kclengkapan DPRD d1angl<:atdanI
diberhentikan dengan keputusan Sekretans DPRD. |
Pembayaran jasa bagi kelompok pakar atau t1rn ahli alat ke engkapan
DPRD dldasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan ;PRD ataui:;} b

ampuan EER



dimaksud pada Pasal 21, Besaran Kompensasi Kelompok Pakar- atay

| Tim: Ahh Lep

Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dlmaksud ‘pada Pasal 27, ser
- Kompensa31 Kelompok Tenaga Ahli Fraks1 sebagannana dlmaksud )8

ez Besaran
ada Pasal_':?i |
28 fercantum’ dalam larnplran yang merupakan baglan tidak terplsd

- Peraturan Bupati 1n1
KBehG|OPDJAS SEKDAWABUP]
L TAT %o \ -

hkan dan '
B

R

“17- Lo
g
.memperhatikan standar keahlian, pr1n51p eﬁ51en51, dan sesuai dengan' .
kcmampuan keuangan daera.h LT : i T
(2) | Tenaga ahli fraksi sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dltetapkan dénganF : "!
' keputusan sekretarls DPRD. ' . ;
(3) Besaran kom{pcnsasx Tenaga Ahli Fraksi memperhatikan_ézas_ kepa‘-cuf‘:ah,} | ;
I{eWajarén, rasionalitas  dan kemampuan keuangan daeJr]ah | serl‘ta% :  '; I
~ dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pei‘undang-ﬁndaxigan._ o | 1 u,
Bagian Kelima _ 1 ,’
Tenaga Sekretariat Fraksi ' '
_ N ~ Pasal 29 S B \ E
(1) Belanja sekretariat fraksi terdin atas penyediaan sarana dan an garan dan ; *
dilaksanakan sesua1 ketentuan peraturan perundang—undangan RN ' |
~(2) Belanja sekretanat fraksi sebagaimana dimaksud d1b1aya1 ‘dari Aanggaran E y
sekretarlat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuaj' dengan{_i :
kemampuan keuangan daerah. R " i: i
(3} Penyediaan sarana - sebagaimana dimaksud mehputl ruaang lcerja_.':'péaé;f o
Sekretariat DPRD  dan kelengkapan kantor sesuai dengan };ete'r;tqa;ij.._. :
peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana moblhtas. ' o
_ ~Pasal 30 B .,
- Besaran Penghasﬂan leplnan dan Anggota DPRD - sebagmmana di dlmaksud N
| pada Pasal 3 dan Pasal 4, Besaran Pemerlksaan Kesehatan lelpman dan!_'!'? ;
Anggota- DPRD sebagaimana di dlmaksud pada Pasal 5, Besamn ?[‘unjangang_fr 1
Perumahan lepman dan Anggota DPRD sebagaumana di dlmaksud Jada Pasal"_"f }
11 dan Pasal 12, Besaran Tunjangan ’I‘ransporta51 Plrnpman ‘dan Anggota:l.
DPRD sebagalmana di- dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, Standar;'- i o
Kebutuhan BelanJa Rurnah Tangga leplnan DPRD sebagmmana dimaksudi_{f.: L
pada Pasal 15, Besaran Dana Operasmnal P1rnpman DPRD " se tlagmmana_;
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BAB VI
PEN GELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPIN
DAN ANGGOTA DPRD
- Pasal 31

(1) Penghasﬂan, Tunjangan kesejahteraan, uang Jasa pengabdlan ;jpman dan

Anggota DPRD, ‘serta belanja penunjang keglatan DPRD merup
belanja DPRD yang. d1formu1a51kan kedalam rencana ‘kerja dan
‘Satuan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ked
belanJa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud: pada’
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undg

'(3) Angggaran belanja DPRD sebagmmana dlmaksud pada ayat ( 1) 1
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BABVI ,
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 32 . % ...
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka o

AN

1

a. Peraturan Bupat1 Gorontalo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pf]‘
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Terwakﬂap f
Goronta]b o

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo [Benta Daerah Kabupaten
Tahun 2017 Nomor 51); '

b. Peraturan Bupati Gorentalo Nomor 52 Tahun 2017 tentan
‘Tunjangan Komun1kas1 Intensif dan Tunjangan Reses le: nan d.’;mI "
Anggota DPRD . serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua abupaten‘ o
Gorontalo (Bcﬁta Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 :No' Er 52), L N
c. - Peraturan Bupan Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentan. -l

Tunjangan Komunikasi Intensif dan - Tunjangan Reses leli)man dan’
Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua habupaten'
Gorontalo _: '
Gorontalo K

Gorontalo sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 82 Tahun 2017 teritang Perubahan atas Peraturan Bupa'u

Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran ’I‘unjangan Kornumk
dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD scrta Dana Q

Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo, dlcabut dan dlnyat' n tldak :
berlaku. '
K6eAG[OPDIAS 1SEqDA|WABUP]
L F AU N |

anggaran .
anggaran '

alam Jenls o

o i‘
Besaran

5i IntenS1f B

perasmnal'] }

o
S

mEmT I T

1
aksanaanl,
|
|

Besaran!:, L




=

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal a2 MARE] 2024
ORONTALO,

NELSON

Diundangkan di Limboto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR
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, LAMPIRAN
'PERATURAN BUPATI GORONTA
NOMORf f TAHUN 2024 -~ .

TR
['_0 f
’,

TENTANG 'PERATURAN - PELA
| | ‘ " PERATURAN DAERAH NOMOR
. 2017 TENTANG ~ KE
- PROTOKOLER DAN HAK KEUA?

ADMINISTRATIF ~ ~ PIMPINA

-. ' G ;l ':.=.
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN R
'DAERAH KABUPATEN GORON’L_: |

3 TAHUN
)UDUKANI__';J i
GANDAN ™ '~

. BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :
a. Uang Representam Pimpinan dan Anggota DPRD

1.

Uang Paket leplnan dan Anggota DPRD | -
1. Ketua DPRD sebesar Rp 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Rlbu '

2.
- ‘Delapan Ribu Rupiah),

. Anggota DPRD sebesar Rp. 157 500

Tunjangan J abatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan seb
1.
~Ribu Rup1ah)

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2. 436. 000 - (Dua Juta Em

‘dlbenkan sebesar

1.

Anggota sebesar yaltu Rp.1. 575.000,-

~ Puluh Tlga R1bu Tujuh Ratus L1ma Puluh Rl.lplah) ,
. Tunjangan Alat Kelengkapan dan 'I‘un_]angan Alat Kclengkapaj

Puluh L1ma Ribu Rup1ah)

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168. 000- ‘(Serat_us

Lima Ratus Rupiah).

Ketua DPRD sebesar Rp. 3 045 000,- (Tlga juta Empat

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283. 750 (Dua Juta Dua Ratu

Ketua DPRD sebesar Rp 228. 375 (Dua Ratus Dua Pului
‘Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lnna Rupiah); '

TR b
_Enar . Pul

(Seratus Lima Puluh_"]‘ ' U

Ketua setara dengan gaji pokok Bupat1 sebesar Rp 2.100.¢ X
. Juta Seratus Ribu Ruplah) . , _
."Wakﬂ Ketua sebesar Rp. 1. 680 OOO (Satu Juta . Enam Ratu

‘Puluh Ribu Rupiah). " w | RIS
(Satu-Juté_},ima Rdtus Tujuh |

sar:

pat Ratus = .

S Deiapag! NI

LAl e

n :_Lainnm o
R

o .

1. :Dél.al_)éi;f'i




o .Wakﬂ Ketua DPRD sebesar Rp. 152 250 (Se_ratus Lima. 1L“uluh Dua i
- "--R1bu Dua Ratus L1rna Puluh Ruplah T S '_ ; - :
3. Sekretarzs sebesar Rp. 121, 800- (Seratus Dua Puluh %atuRlbu( <
ks Delapan Ratus Ruplah], ‘ | L |

A4.’_._Anggota sebesar Rp 91 350 (Sembllan Puluh Satu Rlbu ’Flga Ratus
' 'lea Puluh) | R ' ' S
; e. Tunjangan Komumkas1 Intens1f ; _ LT Sl
1. Kemampuan Kcuangan Daerah T1ngg1 palmg banyak 7 ( tujuh)kah
dari uang representasi Ketua DPRD yaltu Rp 14.700.000,-
_ -Belas Juta Tujuh Ratus Rlbu Ruplah), ' S
2 'Kernampuan Kcuangan Daerah- Sedang palmg banyak 5 ms
-~ darj uang representa31 Ketua DPRD yaltu Rp 10 500. 000

| _-:Juta Luna Ratus R1bu Ruplah), . L s

S o3 : Kemampuan Keuangan Daerah Rendah pallng banyak 3 (tlg:;w

" uang representa31 Ketua DPRD yaltu Rp 6.300. 000, (Enarr i
| .'-'.'Ratus Ribu Ruplah] o '
f. Tunjangan Reses; . VRLRS L e
1. Kemampuan Keuangan Daerah T1ngg1 pallng banyak 7 (t _
._.da_ri_ uang representas1 Ketua DPRD yeutu Rp 14 700 OOL

- Belas Juta TuJuh Ratus Rlbu Rup1ah), e o
2. -Kemampuan Keuangan Daerah Sedang pallng banyak S {lime
| dari uang representa31 Ketua DPRD yaltu Rp 10 500 000 ! (Se;
| Juta Lima Ratus Rlbu Ruplah), _ '*&i-; '5 ' '

- 3. Kemarnpuan Keuangan Daerah Rendah pallng banyak 3 (tlgs.

. uang represcnta31 Ketua DPRD yeutu Rp 6. 300 000 (Enarr
Ratus R1bu Ruplah) s | R

IL BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Di

_ _- A Pemer:ksaan Kesehatan lepman dan Anggota DPRD o _' ;
. " Besaran Pernemksaan Kesehatan lepman dan- Anggota DPRD palmg:
banyak Rp 2, OOO 000 /perorang : . i

B. Tunjangan Perurnahan Plrnpman dan Anggota DPRD
1. Besaran Tunjangan Perumahan ‘Ketua DPRD sebesar Rp 12
(Dua Belas Juta TuJuh Ratus Rlbu Ruplah) S

= -
=

45| OFDIAS TSH G ARH]




L 111 BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
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2 Besaran Tunjangan Perumahan _ Wakll Ketua DPRD sebeéar Rp!
) 0. 100.000;- (Sembilan Juta Seratus RibuRupiah). - {1
3 Besaran Tunjangan Perumaha_n Anggota DPRD sebesar Rp EJ

| (Delapan Juta Empat Ratus R1bu Ruplah) N

C. Tunjangan Transporta51 ,' o -' A ’ R
L Besaran Tunjangan : Transporta31 Ketua DPRD seﬂ
o 12, 500 OOO (Dua Belas Juta Lima Ratus R1bu Ruplah) i R
2. Besaran Tunjangan Transportam Wak11 Ketua DPR

| _Rp 11. 500 000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Rlbu Ruplah)
3. Besaran : Tunjangan Transportas1 - Anggota DPRD
E - Rp 10 600 OOO (Sepuluh Juta Enam Ratus R1bu Ruplah)

D Bclanja Rurnah Tangga P1mp1nan e

: _;-'_:_Standar Kebutuhan BelanJa Rumah tangga P1mp1nan 'DPR[f
_"berlkut T I R LUt e

Ll Standar mlnlmal kebutuhan Belanja Rumah tangga -un 1,1ki__;-}gqti__.1ig‘

a : DPRD sebesar Rp 15, 000 OOO (Lima Belas J uta Ruplah) etia?'_ bulan ‘}

: Q.EStandar mlmmal kebutuhan Belanja Rumah tangga Mas1.
Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 10 000 000 (Sepu__luh_ ‘Jutr-_
:"f-.'setlap bulan. T T B

3. Standar mak31ma1 kebutuhan Belanga Rumah tangga un:-_
= DPRD sebesar Rp. 29, 500.000 (Dua Puluh Sembllan Juta
: _'R1bu Rup1ah) setiap bulan dan - :

4. "Standar mak81mal kebutuhan Belanja Rumah tangga Ma81 '1gr-‘r_:;'1§_1‘_sing
| Wakll Ketua DPRD sebesar Rp 27 500. OOO (Dua Puluh Tu_]i:ihﬁ‘fJut_ai
L;ma Ratus R1bu Rup1ah) setlap bulan | ' B

3 A BelanJa Dana Operasmnal

: -Besaran Dana Operasmnal lepman DPRD sebagmmana dlma ’

ayat (1), d1bayarkan sesua1 dengan kemampuan keuangan daere
benkut ' ' '

1. Kemampuan Keuangan Daerah T1ngg1 ;.

Ketua DPRD yaltu Rp 12, 600 000, (Dua Belas Juta Erli n Ratus
Rlbu Ruplah) da.n SRR
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b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari
uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan
Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang ;

a) Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi
Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus
Ribu Rupiah), dan

b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 2,5 (dua koma lima)
kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 5.250.000
(Lima Juta Dua Ratus LIma Puluh Ribu Rupiah);

. Kemampuan Keuangan Daerah rendah ;

a) Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi
Ketua DPRD yaitu Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu
Rupiah), dan

b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima)
kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 2.625.000 (Dua
Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah);

B. Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan
DPRD

i

Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima
Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan;

. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan

Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;

C. Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD

5

Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima
Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan,;
Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan
Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;

Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
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